
BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI I(ALIMANTAIT TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 49 TAHUN 2017

DENGAN RAIIMAT TI]HAIT YAITG MAIIA ESA

BIIPATI MAHAKAT I'LU,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun
2016, pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana
Telaris dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis
operasional tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Organisasi dan Tata Ke{a Unit Pelaksanaan Telmis
Peke{aan Umum Pada Dinas Pekedaan Umum Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten
Mahakam Ulu.

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2) Tentang
Pemerintah Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
kedua atas UndanyUndang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

I

TEITTAITG

ORGAI{ISASI DATT TATA NER.'A
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5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2Ol7 Tentang Pedoman Pembentukan Dan
Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teloris Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14
Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Keqja
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam
UIu Nomor 1014);

8. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 27;

MEMUTUSI(AIT

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KER.IA
UNII PELA,KSANA TEKNIS PEKER.IAAN UMUM PADA DINAS
PEKER.IAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN IVIAHAINqII'{ ULU.

BAB I
XETEITTUAIT I'MT'U

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.

4. Dinas Peke{aan Umum dan Penataan Ruang, Peruma}ran dan Kau'asan
Permukiman adalah Dinas Peke4aan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam peliaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPI adalah
pelaksana kegiatan tekds operasional dan atau kegiatan teknis penunjang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang mempunyai wilayah ke{a satu atau beberapa kecamatan;

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungiawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan organisasi, yang dalam peiaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian tertentu.

Menetapkan :



BAB tr
Pffi BETfl'ITAIT, KEDI'DI'KAIT, LINGKT'P PEI(ER^IAAII, TU(IAS, FIIIIETSI

DAI{ SUSIMAI{ ORGAIIISASI

Bagian Kesatu
PembentuLan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPI Pekerjaan Umum pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Pemukiman yang meliputi :

a. Kecamatan Iong Bagun;
b. Kecamatan Long Hubung;
c. Kecamatan Long Pahangail
d. Kecamatan Long Apari; dan
e. Kecamatam laham.

Bagtan Kedua
KedUduLorr

Pasal 3

(1). UPT Peke{aan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang secara teknis administratif berada di bawah dan
bertanggungiawab kepa.da Kepala Dinas Dinas Pekedaan Umum dan
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan secara teknis
operasional berada dibawah koordinasi Camat di wilayah keda UPT yang
bersangkutan.

(2). UPT Pekerjaaa Umum berkedudukan di masing - masing Kecamatan da-lam
wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
LingkuP PekerJean

Pasal 4

UPT Peke4'aan Umum mempunyai lingkup pekerjaan, sebagai berikut :

a. Pembangunan jalan / buka jalan;
b. Pemeliharaan badan jalan;
c. Perbaikan / penanganan jalan;
d. Peningkatan jalan;
e. Normalisasi pemeliharaan parit / Drainase / Saluran;
f. landclearing / Pematangan [,ahan;
g. Pembuatan Embung / Kolam;
h. Pemeliharaan Jembatan;
i. Pembuatan Jembatan;
j. Pembongkaran Jembatan;
k. Pemasangan Box Culvert;
1. Galian;
m. Hamparan Tanah;
n. Urugan;
o. Pekeq'aan l,ainnya :

- Tanggul
- Cabut Pohon
- Pemasalgan / Pemancangan Tiang.



Bagian Keernpat
Tugas Pokok dan Fungrl

Pasal 5

UPI Pekefaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Pemukiman di Bidang Pelayanan Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT
Pekelaan Umum mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pelayanan penggunaan peralatan;
b. melaksanakan pemeliharaan peralatan, kendaraan dan alat berat;

c. melaksanakan ketatausahaan UPT;

d. melaksanakan pengadaan peralatan, suku cadang dan alat berat;

e. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kelftaa
Susu[arl Organisasf

Paragraf 1

Susuaan Organlsasi

Pasal 7

(1). Susunan organisasi UPT Pekedaan Umum, terdiri atas
a. Kepala UPT;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Struktur Organisasi UPT Peke{aan Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kepela Untt Pelaksana Teknis

Pasal I
(1). Kepala UPT Peke{aan Umum mempunyai tugas pokok memimpin,

merencanalan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan
sebagian fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan
dan Kawasan Pemukiman di bidang peralatan dan perbekalan;

(2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala UPT Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Membantu Kepala Dinas Peke{aan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyelenggarakan sebagian
urusan rumah tangga yang meliputi peningkatan, pembinaan,
pemeliharaan, pengawasan dan pengelola alat berat sesuai Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku ;

b. Mengkoordinir pelaksanaan upaya pelayanan peralatan dan
perbekalan berdasarkan kebijakaa teloeis yang telah ditetapkan;

c. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan di Unit Tata Usaha, Unit
PeLaksana Teknis Fungsional Peralatan dan Perbekalan serta jaringan
pelayanan peralatan dan perbekalan; dan



( 1).

d. Melaksanakan tugas kedinasan iain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagtan Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala UPT.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok
men)rusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT di Bidang
Peralatan dan Perbekalan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;

b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran;

e. menJrusun rencana kegiatan dan pengendalian;

f. melaksanakan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan,
perlengkapan, dokumentasidan perpustakaan, menyelenggarakan
pembinaan organisasi dan tatalaksana dilingkungan kantor UPT;

g. melaksanakan pembinaan tertjb administrasi, organisasi dan hukum di
lingkungan kantor UPT;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT
sesuai dengan bidang tugasnya.

(2t.

(3).

Paragraf a
Kelompok Jabataa Fungslonal

Pasal 10

(1). Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pekerjaan Umum
melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliarmya dal,am unit
tertentu;

(2). Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pekerjaan Umum terdiri
dari sejumlah tenaga administasi sesuai dengan bidang keahliannya;

(3). Jumlah tenaga fungsional pada UPT Peke{aan Umum ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang
ditunjuk oleh Kepala UPT serta berkedudukan di bawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala UPT.

BAB III
TATA XER.IA

Pasal I 1

(1). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Pekerjaan Umum dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dilingkungan
pemerintah daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoloeya
masing-masing;



(2). Kepala UPI Pekerjaan Umum berkewajiban memberikan petunjuk,
bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha
dan unsur-unsur pelaksana yang berada dilingkungannya;

(3). Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT
Peke{aan Umum;

(a). Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan
serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

(5). Pelaksana pada UPT Pekerjaan Umum wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggungiawab kepada Kepala Sub Bagian
Tata Usaha;

(6). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPI
Peke{aan Umum dari bawahannya, dapat diolah dan dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan lebih lanjut.

BAB TV

XEPEGAqIAIAIT

Pasal 12

(1). Kepala UPT Peke{aan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Kepala Dinas;

(2). Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagran, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala
Dinas;

(3). Penempatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT;

(4). Jenjang dan
Tata Usaha
kepegawaian.

kepangkatan Kepala UPI dan Kepala Sub Bagran
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang

BAB V
E,SET,ONISASI

Pasal 13

(1). Kepafa UPT adalah jabatan struktural eselon IV/a;

(2). Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV/b

BABVI
I{Ef,ENTUAN LAIIT - LAtrT

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, a-kan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupa.ti atau Keputusan Kepala Dinas.



BAA \Ill
I(ETETTUAIT PEIYUTT'P

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam
Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 ber 2Ol7

No Nama Jabatan ptlaf
1 Drs. Y Juan Jenau Wakil Bupati ,t\
2 Drs. Yohanes Avun, M. Si Sekda q\r.
3 E. Tek Hen Yohanes, S. Pd Asisten ll /q'

Solman, S.Hut, M.5i (adis Ptl *
5 Yosep Sangiang, SH.

Plt. Kabag Hukum 'tr
Kasubag Xumdang

BUPATI ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
I(ABT'PATEI{ MAIIAXAM ULU,

A\IUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 49

4.
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LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG
ORGANISASI DANA TATA KER.IA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEKERJAAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DANA
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal,
BT'PATI IJLU,

BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 4 Desember 2017
SEI(REf,ARI8 DA,ERAII
KABT'PATEII DIAIIAXAU I'LU,

YO

KEPALA

SUB BAGIAN

TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

PELAKSANA

KEUANGAN

PELAKSANA

PENYUSUNAN

PROGRAM

PELAKSANA

ADMINISTRASI UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

No Nama J.brtrn *l"r
1 Drs. Y. Juan Jenau Wakil Bupati -X.'
2 Drs YdEn€s Avun. M Si 56kda ft
3 E. Tek Hen Yoharas. S.Pd Asisten ll /F-
4 Solrnan, S.Hut, M Si Kadis PU -*

Yo6€p SanghrE, SH Plt Kdrg Hukum ,{
KagJbag Xuoiang

Desember 2017

A\IT'N
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